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VISI & MISI
MAHKAMAH KONSTITUSI
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Mengawal Tegaknya
Konstitusi Melalui
Peradilan Modern dan
Terpercaya

MISI

1) Membangun Sistem Peradilan
Konstitusi yang Mampu Mendukung
Penegakan Konstitusi

2) Meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai hak
konstitusional warga negara



“Tranformasi Digital untuk Penegakan Konstitus

LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
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TRANSFORMASI OIGITAL
LINTUK PENEGAKAN KONSTITUSI
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Sambutan Ketua MK YM. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H pada
Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan MK, tanggal 10 Februari
2022:

o

visi MK mewujudkan lembaga peradilan modern dan
terpercaya setidaknya memiliki dua karakter utama, pertama,
peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT (Information and
Communication Technology), dan kedua, peradilan dengan
sumber daya manusia yang memiliki mindset dan culture set yang
maju.

Dua karakter dimaksud menjadi potensi sekaligus tolok ukur
modern dan terpercaya yang diaktualisasikan dalam sejumlah
kondisi, di antaranya:

1. memangkas waktu dalam hal prosedur penanganan perkara;
2. menghindari terjadinya praktik korupsi kolusi dan nepotisme;

3. meluncurkan proses kerja yang efisien efektif transparan dan
akuntabel; dan

4. meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.”
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Semua Layanan Publik MK dalam
§ - bentuk digital dapat diakses di
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STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI PERKARA

PERSYARATAN LAYANAN
Pemohon mengajukan konsultasi KOMPETENSI 0
perihal prosedur beracara di PELAKSANA
Mahkamah Konstitusi. a. Pelaksana memiliki
kemampuan berkomunikasi;
B tiki h

seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;

c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau
aplikasi yang berhubungan dengan proses
penerimaan konsultasi.

e SISTEM, MEKANISME DAN
PROSEDUR

Pemberian Layanan Konsultasi dibagi
menjadi 5 kegiatan:
a. Pemohon konsultasi mengisi
Formulir Konsultasi;
b. Pelaksana memberikan
layanan konsultasi;

PENGAWASAN INTERNAL
. Kepala Subbagian Pelayanan

<. Konsultasi diinput ke dalam SIMPP; Teknis Persidangan

d. Merekapitulasi konsultasi . Kepala Bagian Fasilitas dan

ke dalam ms. excel; Pelayanan Teknis Persidangan
e. Formulir Konsultasi diarsipkan. . Kepala Biro Hukum dan
Administrasi Kepaniteraan
. Panitera Muda |
JANGKA PENYELESAIAN
10 - 30 menit.
PENANGANAN PENGADUAN,
SARAN DAN MASUKAN
a. Melalui kotak saran;
b. Melalui laman MK.

JUMLAH PELAKSANA /9%
4 orang N

N

w

ES

JAMINAN PELAYANAN b
Pemuatan formulir konsultasi
ke dalam SIMPP. m

@ JAMINAN KEAMANAN,

o BIAYA TARIF
Tidak ada biaya.

KESELAMATAN PELAYANAN
1. Bebas biaya
2. Bebas KKN
e PRODUKLAYANAN [ rormuur | e
a. Formulir Konsultasi terisi. | KONSULTASI
b. Konsultasi diupload dalam SIMPP MASA EVALUASI KINERJA
BERLAKU PELAKSANA @

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

P =9
@

IZIN
— Tidak ada

SARANA DAN —
PRASARANA/FASILITAS

a. Lemari penyimpan berkas;

b. Meja Permohonan;

¢. Komputer;

d. Printer;
e. Stempel.

WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis : 08.30 -

(di luar jam istirahat pukul 12.00 - 13.00)
Jumat : 08.30 - 16.00

(di luar jam istirahat pukul 11.30 - 13.00)

PENGADUAN MASYARAKAT

CONTOH STANDAR PELAYANAN PUBLIK MK

STANDAR PELAYANAN

o PERSYARATAN PELAYANAN

Mengajukan pengaduan baik secara
langsung maupun tidak langsung (secara
i i laman

Konstitusi)

aNo

e SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1 secara langsung ikan kepada Tim
da

pada
2 secara tidak P melalui:
Kotak saran;
Kotak pos;
Pesan singkat elektronik (SMS);
Surat elektronik (email);
Telepon atau fax; dan/atau
Media sosial.
ngaduan tersebut paling tidak memuat:
Identitas pelapor;
Identitas terlapor;
Waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
Pihak yang terlibat;
Serta gkapi dengan dan bukti
lainnya.

w
sangupmpance

JANGKA PENYELESAIAN

1. Tangﬁapan pengaduan maksimal 14 (empat
las) hari setelah pengaduan diterima.

- 2. Jika materi pengaduan tidak lengkap, pelapor
- melengkapi aduannva maksimal 30 (tiga puluh)
| 2 hari sejak menenma tanggapan pengaduan.

- .
F 60 (enam puluh) han kerja sejak pengaduan
dinyatakan lengkap.

BIAYA TARIF
Tidak dikenakan biaya.

PRODUK
PELAYANAN

Penanganan Pengaduan

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS
1. Buku Register Pengaduan atau e-register

2. Komputer

. Telepon

4

0 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami mekanisme, prosedur, dan cara kerja lemba

2. Bisa memegang rahasia.

e PENGAWASAN INTERNAL

1. Inspektur.

2. Koordinator Pengawas Kinerja.

—

9 PENANGANAN PENGADUAN,
SARAN DAN MASUKAN

Ditangani langsung oleh atasan petugas secara
berjenjang.

JUMLAH PELAKSANA
3 orang.

JAMINAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2, Tolak Gratifikasi.
Bebas KKN.

3 3
4, Identitas pengadu dijamin kerahasiannya.

&

JAMIANAN KEAMANAN DAN

KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.

2. Bebas KKN.

3. Jikadiperlukan identitas pengadu dijamin
kerahasiannya.

4@
i‘ @ MASA BERLAKU IJIN
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EVALUASI KINERJA PELAKSANA
Evaluasi dilaksanakan berkala

Tidak ada.

WAKTU PELAYANAN

Senin — Kamis :
0830 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 — 13.00)

Jumat :
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 - 13.00)




=

o bk w

0N O
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10.

Persekjen MK Nomor 5.1 Tahun 2022 Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan
Persekjen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK (MK memiliki 26 Standar Pelayanan)

17 RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN*:

Konsultasi;

Kunjungan dan audiensi ke Mahkamah
Konstitusi;

Pengaduan masyarakat;

Permohonan magang KKN/KKL;
Permohonan informasi dan
dokumentasi;

Peliputan ke Mahkamah Konstitusi;
Kerja sama perguruan tinggi,
Pengajuan permohonan, jawaban, dan
penyampaian keterangan;
Persidangan;

Risalah;

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

Putusan.

penyelenggaraan pendidikan Pancasila
dan konstitusi;

layanan referensi Perpustakaan;
kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi;
dan

pemanfaatan perangkat Video
Conference (Vicon);

layanan persuratan pimpinan non
perkara; dan;

layanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah

*Keterangan: 26 Standar Pelayanan MK tersebut telah diinput ke dalam https://sippn.menpan.go.id
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CONTOH FASILITAS PELAYANAN PUBLIK MK

.LAYANAN
VFORMASI
JEKUMENTAS

Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi
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Pojok Digital Ruang Tunggu Ruang Sidang Pleno
Permohonan



Parkir Motor

Parkir Mobil

Parkir Khusus Difabel
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Medbia Centre

e Tempat Swab Antigen

" (dalam hal terdapat kewajiban

dari Pemerintah untuk melakukan
swab antigen di fasilitas publik)

Resepsionis

Ambulance
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PUSAT SEJARAH
KONSTITUSI




Pelayanan Publik MK
Ramah Kelompok Rentan/Disabilitas




Telah Ditetapkan Persekjen MK Nomor 42.1 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

- Maksud dari Persekjen 42.1 Tahun 2021:
“Sebagai panduan bagi Mahkamah Konstitusi agar proses pelayanan terhadap
penyandang disabilitas di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan lebih baik sesuai
dengan kebutuhan penyandang disabilitas”

- Tujuan dari Persekjen 42.1 Tahun 2021:
“a. menjadi acuan dalam pemberian pelayanan bagi setiap Penyandang Disabilitas
yang mengunjungi Mahkamah Konstitusi demi menjamin kelancaran
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. memberikan informasi publik mengenai tata cara pelayanan bagi Penyandang
Disabilitas di Mahkamah Konstitusi.”
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Pengaduan Pelayanan Publik
di MK



PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK di MK

TANVA JAWAB DEWAN ETIK HUBUNGI MK WHISTLEBLOWING
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Pra FKP MK-Bawaslu
14 September 2023



Pra FKP MK-Bawaslu

MEMAKNAIPERADABAN KO NSTITUST
DIRGAHAYU MAHKAMAH KONSTITUSI



Pra FKP MK-Bawaslu

Draft Identifikasi Masalah & Rekomendasi Berita Acara FKP

m Identifikasi Masalah Usulan Rekomendasi Perbaikan Jangka Waktu Penyelesaian

1. Jumlah ketersediaan tempat/kursi - Apabila dimungkinkan agar bisa ditambah 2023 -2024
persidangan untuk pendamping kursi untuk Bawaslu di ruang sidang
Bawaslu perlu ditambah - Aplikasi simpel terkait tempat duduk

perlu disesuaikan kebutuhan untuk
bawaslu/KPU

2. Apabila persidangan dilaksanakan Untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya 2023 -2024
secara daring (online) terkadang ada  terkait infrastruktur jaringan dan
gangguan (trouble) jaringan kelengkapannya

3. Tidak Ada ruang khusus untuk Ada tempat dan fasilitas khusus di ruang 2023 - 2024
mengikuti sidang secara sekretariat Bawaslu, sehingga bisa
online/hybrid di ruang sekretariat digunakan untuk sidang online/hybrid,
Bawaslu (Gd. MK) misal: adanya fasilitas smartboard dan

kursi untuk sidang online/hybrid

4. Kurang ketersediaan ruang parkir Perlunya ruang parkir khusus untuk 2023 - 2024
bagi para pihak pimpinan Bawaslu/KPU



Pra FKP MK-Bawaslu

Draft Identifikasi Masalah & Rekomendasi Berita Acara FKP

m Identifikasi Masalah Usulan Rekomendasi Perbaikan Jangka Waktu Penyelesaian

Perlunya ID card ber-barcode /ID khusus Penyediaan ID card khusus 2023 -2024
Bawaslu/KPU agar memudahkan dalam  Bawaslu/KPU (barcode), catatan: Hal ini
mobilitas dan identifikasi di lingkungan  pernah dilakukan pada Pilkada 2018

Gd. MK
6. Aplikasi Simpel pernah terjadi double - Ada kontak (PIC) khusus terkait 2023 -2024
registrasi untuk tempat duduk antara masalah (trouble) IT
Bawaslu dan KPU - Penyempurnaan aplikasi Simpel untuk
fitur registrasi tempat duduk
7. - Ketersediaan loket/meja pelayanan - Apabila dimungkinkan ada 2023 -2024
untuk para pihak/Bawaslu/KPU perlu penambahan loket/meja dan petugas
ditambah dan loket/meja pelayanan registrasi perkara
dibedakan antara KPU dan Bawaslu - Apabila dimungkinkan adanya
agar berkas tidak tertukar pemisahan loket/meja pelayanan
- Ketersediaan tempat khusus untuk untuk Bawaslu
verifikasi berkas agar berkas tidak - Apabila dimungkinkan ada tempat

tertukar/tercecer khusus untuk berkas yang diverifikasi
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